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ABSTRAK 

Praktek dalam penetapan dana asuransi masih banyak perdebatan, baik di 

kalangan praktisi maupun akademisi. Putusan dana asuransi apakah menjadi harta 

bersama ataukah menjadi harta pribadi masih mengalami ketidakserasian dalam 

memberikan pertimbangan. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Batusangkar 

Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk menyatakan bahwa dana asuransi sebagai harta 

bersama. Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 

270/Pdt.G/2020/PA.Mtr dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dana 

asuransi sebagai harta pribadi. Untuk menjawab persoalan tersebut terdapat 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama mengapa terjadi perbedaan 

tentang status dana asuransi antara putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan 

Mataram, kedua bagaimana nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai 

bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini berfokus pada putusan 

Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan 

Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr, karena memandang 

dalam penetapan dana asuransi masih terdapat disparitas putusan oleh hakim. 

Selanjutnya teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori tujuan hukum 

Gustav Radbruch keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan, perbedaan status dana asuransi dalam 

putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram disebabkan perbedaan jenis 

asuransi karena setiap jenis asuransi memiliki manfaat masing-masing. Putusan 

Pengadilan Agama Batusangkar objek gugatannya termasuk kategori asuransi 

sukarela yang manfaat dari klaim dana asuransi setelah meninggalnya 

Penanggung adalah sebagian menjadi hak bagi janda/duda dan sebagain sisanya 

menjadi hak Pewaris atau ahli waris yang telah ditetapkan. Adapun Putusan 

Pengadilan Agama Mataram terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi wajib dan 

asuransi sukarela. Dilihat dari teori keadilan Gustav Radbruch putusan Pengadilan 

Agama Batusangkar telah memenuhi aspek keadilan jika dilihat dari manfaat 

status dana asuransi sukarela, sehingga unsur keadilan dan kemanfaatan sudah 

tercapai dalam putusan tersebut. Adapun putusan Pengadilan Agama Mataram 

dalam putusannya belum menghadirkan unsur keadilan karena majelis hakim 

hanya mempertimbangkan Yurisprudensi MA tidak melihat lebih jauh status dana 

asuransi yang terdapat pada perkara tersebut, karena terdapat dana asuransi 

sukarela yang manfaatnya tidak hanya untuk istri melainkan ahli waris lainnya. 

Oleh karenanya pada putusan tersebut hanya memenuhi unsur kepastian hukum 

dan belum menghadirkan unsur keadilan dan kemanfaatan hukum. 

 

Kata Kunci: Dana Asuransi, Harta Bersama dan Harta Pribadi. 
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ABSTRACT 

The practice of determining insurance funds is still much debated, both 

among practitioners and academics. The decision on whether the insurance fund 

becomes joint property or becomes personal property is still incompatible in 

giving consideration. As the decision of the Batusangkar Religious Court No 

624/Pdt.G/2020/PA.Bsk states that the insurance fund is a joint property. In 

contrast to the decision of the Mataram Religious Court No 

270/Pdt.G/2020/PA.Mtr, in its legal considerations, the insurance fund is declared 

as personal property. To answer this problem, there is a problem formulation in 

this study, namely first, why there is a difference in the status of insurance funds 

between the decisions of the Batusangkar and Mataram Religious Courts, 

secondly, how are the values of justice, expediency and legal certainty of the 

decisions of the Batusangkar and Mataram Religious Courts. 

This type of research is library research, namely legal research carried out 

by examining library materials as the basic material for research. The approach 

used in this research is using a normative approach. This study focuses on the 

decision of the Batusangkar Religious Court Number 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk and 

the decision of the Mataram Religious Court 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr, because in 

view of the determination of insurance funds there is still a disparity in the 

decision by the judge. Furthermore, the theory used to analyze is Gustav 

Radbruch's theory of legal goals, justice, expediency and legal certainty. 

The results showed that the difference in the status of insurance funds in 

the decisions of the Batusangkar and Mataram Religious Courts was due to 

different types of insurance because each type of insurance has its own benefits. 

The decision of the Batusangkar Religious Court as the object of the lawsuit 

belongs to the category of voluntary insurance where the benefits of claiming 

insurance funds after the death of the Insurer are partly the rights of the 

widow/widower and the remaining part becomes the rights of the designated heirs 

or heirs. As for the decision of the Mataram Religious Court, there are two types 

of insurance, namely mandatory insurance and voluntary insurance. Judging from 

the justice theory of Gustav Radbruch, the decision of the Batusangkar Religious 

Court has fulfilled the aspect of justice when viewed from the benefits of the 

status of voluntary insurance funds, so that the elements of justice and expediency 

have been achieved in the decision. The Mataram Religious Court's decision in its 

decision did not present an element of justice because the panel of judges only 

considered the Supreme Court's Jurisprudence and did not look further at the 

status of the insurance funds contained in the case, because there were voluntary 

insurance funds whose benefits were not only for the wife but for other heirs. 

Therefore, the decision only fulfills the element of legal certainty and does not 

present elements of justice and legal benefits. 

 

Keywords: Insurance Funds, Joint Assets and Personal Assets.  
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MOTTO 

 

 

Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : 

“Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan 

tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu 

jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan 

maksiat enam puluh tahun”. 

 

 

WHEN ALLAH IS NEAR YOUR SUCCESS IS CLEAR 
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A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alīf tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 ṡa ṡ eṡ (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ḥa ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 żal ż żet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ eṣ (dengan titik di bawah) ص

 ḍaḍ ḍ ḍe (dengan titik di bawah) ض
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 ṭ ṭ ṭe (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ẓet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...‘… koma terbalik ke atas‘ ع

 gaīn g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Ki ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah ꞌ Apostrof ء

 ya y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

عاقدينتم  muta‘āqidain 

 iddah‘ عدة

 

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila ta’ marbūṭah di dimatikan ditulis h. 

  hibah هبة
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 Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥah A ـَ

 Kasrah I ـِ

 ḍammah U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

fatḥah + alif ā جاهلية Jāhiliyyah 

fatḥah + alif layyinah/ya’ mati ā يسعى yas‘ā 

Kasrah + ya’ mati ī كريم Karīm 

ḍammah + wau mati ū فروض furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

fatḥah + ya’ mati Ai بينكم Bainakum 

fatḥah + wau mati au قول Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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 a’antum أأنتم

 u’iddat أعدت

 la’in syakartum لئن

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah. 

 al-Qur’ān القرأن

 al-qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’as-samā السماء

 asy-syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 żawī al-furūḍ الفروض ذوي

 ahl as-sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam setiap kehidupannya selalu dihadapkan dengan suatu 

risiko, hal tersebut bisa datang kapan pun dan di mana pun tanpa adanya dugaan. 

Hanya saja seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh pihak yang 

bersangkutan, hal itu tergantung dari aktivitas yang dilakukan.1 Dalam 

rangkaomengelola risiko tersebut, manusia melakukan berbagai daya dan upaya, 

baik secaraipersonal, kelompok, maupun secaraokelembagaan. 

Oleh sebab itulah manusia memiliki jaring pengaman untuk kepentingan 

finansial, seperti dana darurat untukimenghadapiikejadian-kejadianiyangitidak 

terdugaidan membutuhkan kehadiran dana langsung tunai, namun dana darurat 

sering memiliki keterbatasan nilai, atau kurang mencukupi kebutuhan yang 

mendesak tersebut. Terkadang pilihan manusia untuk memiliki pengaman 

finansial berbeda-beda, salah satunya adalah dengan memilih asuransi.2 Apalagi 

bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai, memiliki asuransi 

untuk keperluan diri mereka sendiri dan melindungi kesejahteraan keluarga 

melalui pendapatan tiap bulannya menjadi pilihan serius. 

Asuransi merupakan sebuah perjanjian0antar dua belah pihak, yaitu 

perusahaan asuransi dan pemegang polis,iiyang menjadiiidasariibagiiipenerimaan 

                                                             

1 S. Sembiring, Hukum Asuransi, (Bandung: Nuansa Auila, 2014), hlm. 1. 

2 Ibid., hlm. 1. 
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premi olehIperusahaanOasuransiIsebagaiIimbalan untuk memberikanIpenggantian 

kepada0tertanggungOatau0pemegangOpolisOkarenaOkerugian,Okerusakan atau 

disebabkan peristiwaiyangitidakipasti. Selain itu untuk memberikanipembayaran 

yangididasarkan pada hidupnyaitertanggungidengan manfaatiyang besarnya 

telahiiditetapkan berdasarkan hasil pengelolaan dana, hal iniitertuangidalamiPasal 

1 UUiNo. 4 Tahuni2014 tentang Peransuransian,3 peraturan iniimerupakan 

perubahaniidariiiUU no. 2 tahunii1992 tentangiUsaha Peransuransian. 

Asuransi bertujuan untuk menghilangkan rasa takut akan sesuatu yang 

tidakiidiinginkan, dan diharapkan asuransi akan menghilangkaniiatau mengurangi 

kekhawatiraniyangimungkin timbul sewaktu-waktu.4 Konsepiidasar dari asuransi 

adalah memberikan rasa aman kepada seseorang terhadap bencana yang dapat 

terjadi dan menimbulkaniikerugian.5 Musibah itu berupa kematian mendadak, 

penyakit, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kecelakaan di jalan, dan kerugian 

finansial, dll. Tujuan utama dari asuransi ialah untuk melindungi semua risiko 

yang dapat membahayakan jiwa seseorang.6 

Klaim dana asuransi dan distribusinya tidak dapat dipisahkan dari masalah 

kewarisan. Sebab, jika seseorang yang melakukan asuransi telah meninggal dunia, 

maka orang tersebut akan mendapatkan klaim dana tanggungan dari pihak 

                                                             
3 “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian”. 

4 Husain Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah (Jakarta: Amzah, 2006), 

hlm. 49. 

5 Ibid., hlm. 49. 

6 Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Gaung Persada Press 

Group, 2014), hlm. 41. 
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asuransi.7 Permasalahan dalam keadaan ini adalah berkaitan dengan klaim dana 

asuransi tersebut sebagai harta bersama atau hanya menjadi harta pribadi 

sebagaimana tercantum dalam polis asuransi saja.  

Secara garis besar harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri setelah 

perkawinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu harta pribadi dan harta bersama. 

Adanya harta pribadi dalam perkawinan tetap diakui secara hukum dan bagi 

masing-masing pihak suami atau istri akan tetap memegang kendali penuh 

terhadap harta pribadi mereka masing-masing.8 Dalam perkawinan di sampingi 

adanya hartai yang tetapiidiakui sebagaiiiharta milik pribadiiidari masing-

masingiisuamiiiistri, juga terdapatiihartaiiyang mereka miliki secaraiibersama-

sama sebagai harta benda hasil pencarian bersama yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung, harta semacam ini sering disebut dengan harta bersama.9  

Islam dengan jelas mengakui adanya kepemilikan harta secara pribadi, 

termasuk di dalamnya harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri, karena 

bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita 

pun ada bagian yang mereka usahakan,10 sesuai dengan firman Allah: 

11ناكتسبا ممّ  نصيب وللنسّاء ۖ  وا اكتسبا ممّ  نصيب للرّجال
  

                                                             
7 Ika Septi Wahyuningsih, “Dana Asuransi Syariah Sebagai Harta Warisan Ditinjau 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2019), hlm. 3. 

8 M. Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, 

KHI, Hukum Adat Dan KUHPerdata (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 23. 

9 Ibid., hlm. 28. 

10 Ibid., hlm. 27. 

11 Q.S. An-Nisā [4] : 32. 
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 Penjelasan mengenai harta pribadi tersebut masih bersifat umum yaitu 

untukisemuaiilaki-lakiidaniperempuan, namun dapat dipahami bahwa harta 

pribadi juga mengikat setelah terjadinya perkawinan antara suami dan istri. 

Mengenai harta bersama dapat dipisahkan ketika terjadi perpisahan antara suami 

dan istri baik secara cerai gugat maupuniceraiimati, sehingga harus dibagi harta 

bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan. 

Proses terjadinya waris mewarisi dalam Islam terjadi apabila seseorang 

telah meninggal dunia. Pewarisan dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal 

dunia, dan peralihan harta warisan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup 

tidak dapat dipandang sebagai kewarisan. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris 

memerlukan pengaturan, siapa yang berhak menerimanya, berapa bagiannya dan 

bagaimana menyelesaikannya.12 Adanya pengaturan perpindahan hak milik dari 

orang yang mati kepada yang masih hidup adalah karena hukum Islam ingin 

mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bagi umatnya yang mau 

mengamalkannya, karena asas kewarisan dalam Islam adalah keadilan.13  

Perkembangan asuransi pada realitanya berpotensi terhadap meningkatnya 

sengketa asuransi itu sendiri dalam dunia peradilan. Sengketa asuransi di ranah 

peradilan pada umunya berkaitan dengan klaim dana asuransi dan sengketa ahli 

waris terhadap klaim dana asuransi (hak pertanggungan) yang disebabkan karena 

                                                             
12 Riyanta, Ijtihad Dan Isu-Isu Hukum Kewarisan (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 

2018), hlm. 82. 

13 Ibid., hlm. 99. 
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terjadinya peristiwa kematian tertanggung.14 Dalam hal ini dapat dilihat pada 

beberapa kasus gugatan mengenai harta warisan yang di dalamnya terdapat dana 

asuransi tetapi mereka menganggap sebagai harta warisan dan berhak untuk 

dibagikan. Seperti pendapat Jamadi,15 bahwa praktek dalam penetapan dana 

asuransi masih banyak perdebatan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. 

Putusan terkait dana asuransi apakah menjadi harta bersama ataukah menjadi 

harta pribadi?. Hal ini masih mengalami ketidakserasian dalam memberikan 

pendapat oleh para hakim yang menangani kasus tersebut.16  

Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk 

berisi tentang gugat waris yang di dalamnya terdapat dana asuransi. Para 

penggugat terdiri dari seorang ayah, dan dua anak kandung. Adapun istri pertama 

telah diceraikan pada tahun 2014, setelah menceraikan istrinya Pewaris pada 

tahun 2018 menikah dengan perempuan janda, namun dalam pernikahan kedua 

sampai pewaris meninggal, mereka tidak memiliki keturunan. Putusan pada 

perkara tersebut yaitu hakim menetapkan harta peninggalan almarhum berupa 

asuransi akibat kematian sebagai harta bersama bagi istri (bagi istri ke dua), hal 

tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bahwa harta-harta tersebut baru ada 

setelah meninggalnya pewaris, namun investasi untuk mendapatkan harta-harta 

tersebut sudah dibangun oleh pewaris melalui potongan gaji setiap bulan. Dalam 

                                                             
14 Hasbi & Syamsul Anwar, Referensi Sistem Peradilan: Dana Asuransi Sebagai Objek 

Waris, (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2016), hlm. 16. 

15 Jamadi adalah seorang praktisi dibidang hakim peradilan agama, sekarang menjabat 

sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Sumenep periode 2021 - sekarang. 

16 Pidato disampaikan dalam acara Diskusi Prodi HKI FaSya IAIN Kediri: Isu-Isu 

Kontemporer dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam, tanggal 19 Agustus 2021. 
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putusan tersebut harta peninggalan berupa asuransi akibat kematian menjadi harta 

bersama bagi istri ke dua sekaligus harta warisan bagi ahli waris yang tertera 

dalam amar putusan yaitu ayah, istri ke dua, dan dua orang anak.17 

Kemudian Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 

270/Pdt.G/2020/PA.Mtr berisi tentang gugatan waris. Pada permohonan tersebut 

terdapat pemohon yaitu sebagai ibu kandung. Putusan pada perkara tersebut yakni 

hakim menetapkan ibu kandung, istri dan kedua orang anak sebagai ahli waris 

dari harta bersama yang diperoleh pewaris semasa hidupnya. Sehingga dana 

asuransi yang diperoleh akibat kematian pewaris adalah hak bagi istri. Hal ini 

sesuai pernyataan hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa premi asuransi 

dari perusahaan asuransi serta santunan dari kecelakaan yang mengakibatkan 

meninggalnya pewaris adalah bukan harta warisan atau harta gono-gini, tetapi 

merupakan hak janda/duda tertanggung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung 

RI. Nomor: 97K/AG/1994 tanggal 28 April 1995. Alhasil, dari putusan tersebut 

Hakim memutuskan bahwa dana asuransi merupakan harta peninggalan yang 

berhak bagi istri.18 

Apabila ditinjau dari kedua putusan tersebut, memiliki pokok 

permasalahan yang sama yaitu membahas tentang dana asuransi akibat kematian 

seseorang, namun keduanya memiliki putusan yang berbeda. Pertama Putusan 

Pengadilan Agama Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dalamiiputusannyaihakim 

menyatakan bahwa dana asuransi merupakan hartaibersama, berdasarkan 

                                                             
17 Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk 

18 Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr 
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pertimbangan hakim bahwa harta-harta tersebut baru ada setelah meninggalnya 

pewaris, namun investasi untuk mendapatkan harta-harta tersebut sudah dibangun 

oleh pewaris melalui potongan gaji setiap bulan. Sedangkan putusan dari 

Pengadilan Agama Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr hakim menyatakan 

bahwa penerima manfaat dari dana asuransi yaitu istri, harta tersebut merupakan 

hak bagi istri berdasarkan pertimbangan hakim atas Yuriprudensi Mahkamah 

Agung RI. Nomor: 97K/AG/1994. Jika dikaitkan dengan teori Radbruch, kedua 

putusan tersebut memiliki perbedaan dalam pertimbangan hukumnya. Putusan 

Pengadilan Batusangkar telah menerapkan keadilan dan belum menunjukkan 

dasar kepastian hukum dengan alasan pertimbangan hakim yang melihat asal harta 

tersebut. Adapun putusan Pengadilan Agama Mataram menunjukkan belum 

hadirnya rasa keadilan karena pertimbangan hakim yang menetapkan bahwa dana 

asuransi menjadi harta pribadi. 

Dari gambaran permasalahan di atas, penulis perlu menganalisa lebih 

lanjut tentang danaoasuransi sebagaioharta bersamaoatau hartaopribadi istri, 

tentunya dengan mengkomparasikan kedua putusan Pengadilan Agama yang di 

dalamnya membahas tentang dana0asuransi sebagaioharta bersama atau harta 

pribadi istri, serta melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis yang 

berjudul “Dana Asuransi sebagai HartaiiBersamaiidaniiHarta Pribadi (Studi 

PutusaniPengadilaniAgama Batusangkar dan Mataram)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkaniilatar belakangiidi atas,iimaka peneliti menjadikan pokok 

permasalahaniipada pembahasan ini adalah sebagaiiberikut: 

1. Mengapa terjadi perbedaan tentang status dana asuransi antara putusan 

Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan 

putusan Pengadilan Agama MataramlNomor: 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr? 

2. Bagaimana nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

terhadap Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram tentang 

status dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. TujuaniPenelitian 

Berdasarkanirumusan masalah0yang telah0dipaparkan penulis,0maka 

dirumuskanitujuanidariipenelitian ini yaitu0untuk: 

a. Menganalisis0alasan terjadinya perbedaan tentang status dana asuransi 

antara putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram. 

b. Menganalisis terhadap nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan 

Mataram tentang status dana asuransi sebagai harta bersama dan harta 

pribadi. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Kegunaan penelitianiiyang hendakiidicapai dalam penulisan penelitian 

iniiadalahisebagaiiberikut: 

a. Secara Teoritisi 

Secaraiteoritis, manfaat penelitian iniiiyaitu sebagaiibahaniinformasi 

bagi para mahasiswa dalam tema yang berkaitan dan diharapkan menjadi 

bahan pengembanganoilmu pengetahuan0khususnya pada bidangihukum 

keluarga0Islam. Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan dalam daftar referensi bagi penulis berikutnya, bahkan dapat 

dikembangkan lebih dalam tentang penelitian ini bagi para peneliti.  

b. Secara Praktis  

1) Untuk menambah wawasan lebih luas tentang kedudukan asuransi 

dalam pewarisan di Indonesia. 

2) Sebagaiiipengetahuanidan kontribusiiibagi penelitiidalamimemperluas 

wacanaiidalamipenyusunanikarya ilmiahiiyangiiberhubungan dengan 

dana santunan asuransi sebagai harta warisan atau harta bersama.  

3) Memberikanipengetahuaniikepada penelitiiidan pembacaisecaraijelas 

daniirinciiitentang dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan 

putusan tentang dana asuransi sebagai waris atau harta bersama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan berkaitanNdengan asuransi bukanlah0menjadi hal0yangibaru 

dalam dunia0penelitian, karena permasalahan seputar asuransi juga semakin 



10 

 

 

berkembang terkhusus dalam hal kedudukan asuransi sebagai harta bersama atau 

harta pribadi istri. Terlebih dahulu peneliti mengidentifikasi beberapa literatur dan 

karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka, tentunya sesuai dengan 

koridor dalam pembahasan peneliti. Terdapat beberapa karya ilmiah baik dari tesis 

dan jurnal yang membahas tentang asuransi sebagai harta bersama dan harta 

pribadi, di antara literatur tersebut adalah:  

Raphon Fajar memaparkan tentang uang pertanggungan asuransi jiwa 

dalam pandangan hukum Islam sebagai bagian dari harta waris. Hal ini 

berdasarkan sumber hukum waris Islam di Indonesia yaitu KompilasiiiHukum 

Islamiipasal 171 menyatakaniibahwaiiharta peninggalan dan harta warisan 

merupakan hal berbeda. Klaim asuransi jiwa merupakan bagian dari harta 

peninggalan, dan timbul setelah pewaris meninggal dunia, sehingga berhak 

memenuhi warisan tersebut.19 Selanjutnya penelitian Mustofa yang menjelaskan 

bahwa kedudukan dana pertanggunganikorban meninggaliikecelakaaniangkutan 

adalahiitermasuk hartaiipeninggalan (tirkah) tertanggung, karenaidimulai dengan 

pembayaranipremiiiyaitu sebagaiiisebabidilakukannya di masa tertanggung0masih 

hidup, dan ternyataimendatangkanihasil setelahitertanggungimeninggal. Sekaligus 

termasuk hartaiiwarisaniikarenaiisebagai tirkah, daniimenjadi hakiidari paraiahli 

warisiitertanggung (al-Furūḍ al-Muqoddarah) menurut aturan hukum kewarisan 

Islam.20 Begitu juga pendapat dari Hestika dalam penelitiannya dijelaskan bahwa 

                                                             
19 Raphon Fajar Rizky Hakkun Ramsy, “Penerimaan Manfaat Uang Pertanggungan 

Asuransi Jiwa Dalam Waris Islam” Tesis Universitas Airlangga Surabaya, 2019. 

20 Mustofa, “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Dana Pertanggungan (Asuransi) Korban 

Kecelakaan Angkutan Sebagai Harta Warisan Menurut Hukum Islam” Tesis Universitas 

Diponegoro, 2015.  
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jumlah Asuransi Jiwa adalah bagian dari tirkah dan merupakan warisan yang 

harus dibagi di antara ahli waris. Hal ini berlandaskan pada KompilasiiHukum 

Islam Pasalii187iiayat 2iiyang berbunyi: “Sisa dari biaya dimaksudidi atas adalah 

merupakaniharta warisaniyang harus dibagikanikepada ahliiwaris yang memenuhi 

syarat”. Meskipun pasal tersebut tidak secara jelas menunjukkan bahwa manfaat 

asuransi jiwa pada dasarnya hanya untuk ahli waris.21 Perlu dipahami bersama 

bahwa Islam memberikan batasan dalam hal warisan yaitu bentuk-bentuk harta 

peninggalan diantaranya: harta kekayaan berwujud yang bernilai finansial, 

termasuk utang-utang yang harus dibayar pada saat kematian, dan harta kekayaan 

yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri.22 

Selain membahas dari segi hukum Islam, Ika Septi Wahyuningsih juga 

meneliti dari segi hukum positif tentang klaim dana santunan asuransi. 

Menurutnya ketentuan pada hukum positif, bahwa klaim dana santunan asuransi 

merupakan harta warisan (tirkah). Hukum Perdata yang bersumber dari Burgelik 

Wetboek (BW) melihat bahwa warisan dianggap mencakup semua harta benda 

sekaligus hak dan kewajiban pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan yang 

dapat dinilai dengan uang.23 Risca, pada jurnalnya juga memaparkan bahwa pada 

Pasal 874 KUHPerdata menetapkan bahwa segala aset peninggalan dari si pewaris 

merupakan hak dari ahli warisnya menurut Undang-Undang, sepanjang pewaris 

                                                             
21 Destika Embeng Humunisiaty, “Hak Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa 

Syariah Terhadap Penerima Manfaat Berdasarkan Hukum Waris Islam” Tesis Universitas 

Airlangga Surabaya, 2019. 

22 Abdul halim Barakatullah dan Rahmida Erliyani Aji Surya Pratama, “Kedudukan 

Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan,” Lambung 

Mangkurat Law Journal Vol. 4: 1 (t.t.), hlm. 23. 

23 Ika Septi Wahyuningsih, “Dana Asuransi Syariah Sebagai Harta Warisan Ditinjau 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.”, hlm. i.  
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tidak menentukan lain dari testamen.24 Selain itu, Undang-UndangiNo. 40 Tahun 

2014otentang Perasuransian0mengatur bahwa peserta asuransi atau tertanggung 

yang telah0meninggal dunia,0maka klaim danaosantunan pihakoketiga akan 

diberikan oleh perusahaan.25  

Setelah melakukan peninjauan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

tema pada tesis ini, maka dapat dikatakan bahwa sifat dari penelitian ini 

merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus 

pada komparasi putusan hakim tentangodana asuransiosebagai hartaobersama dan 

hartaopribadi istri yang dilatarbelakangi pada proses yang belumipernahidibahas 

dalam penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Maksud dari adanya kerangka teori yaitu untuk memberikan batasan-

batasan atau gambaran-gambaran tentang teori yang diaplikasikan sebagai basis 

penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah teori 

tujuan hukum Gustav Radbruch.  

Karya Radbruch “Five Minutes of Legal Philosophy (1945)” yang 

diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski menjelaskan bahwa pandangan hukum 

dan validitasnya atau yang disebut sebagai teori posivistik telah membuat para 

ahli hukum dan orang-orang sama-sama tidak berdaya melawan hukum yang 

                                                             
24 Risca Mardiana Dwi Safitri, “Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan,” Jurnal Untag, 

(2020), hlm. 13. 

25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. 
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sewenang-wenang, kejam, betapapun ekstrimenya mereka. Pada akhirnya, teori 

posivistik menyamakan hukum dengan kekuasaan, yaitu adanya hukum ketika 

hanya ada kekuasaan. Poin ke dua dalam karya Radbruch yaitu menitikberatkan 

hukum adalah apa yang bermanfaat bagi rakyat. Artinya, kesewenang-wenangan, 

pelanggaran kontrak, dan ilegalitas, asalkan itu menguntungkan rakyat adalah 

disebut sebagi hukum. Secara praktis, ini berarti bahwa apapun otoritas negara 

yang dianggap bermanfaat bagi rakyat adalah hukum, termasuk setiap keinginan 

dan tingkah depostik, hukuman yang tidak disetujui oleh Undang-Undang atau 

pengadilan. Poin ke tiga yang dimaksud keadilan adalah menghakimi tanpa 

memandang orangnya, mengukur setiap orang dengan standart yang sama. Poin 

keempat membenarkan bahwa kemashlahatan umum, bersama dengan keadilan 

adalah tujuan hukum. Hukum tentu saja memiliki nilai dalam dirinya sendiri, 

bahkan hukum yang buruk: nilai, yaitu untuk mengamankan hukum dari 

ketidakpastian. Dan tentu saja benar bahwa karena ketidaksempurnaan manusia, 

atas tiga nilai hukum (kemashlahatan umum, kepastian hukum dan keadilan), 

tidak selalu bersatu secara harmonis dalam hukum, adapun satu-satunya jalan 

adalah mempertimbangkan apakah validitas harus diberikan bahkan untuk hukum 

yang buruk, berbahaya atau tidak adil demi kepastian hukum, atau apakah 

validitas harus ditahan karena ketidakadilan atau bahaya sosial.26 

Radbruch menganggap bahwa masyarakat dan ketertiban sangat erat 

hubungannya, lebih-lebih dapat ditegaskan sebagai bagian depan dan belakang 

                                                             
26 Gustv Radbruch, Five Minutes of Legal Philosophy (1945), Oxford Journal of Legal 

Studies, Bonnie Litschewski Paulson Dan Stanley L. Paulson, Vol. 26 : 1, (2006), hlm. 13-15.  
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mata uang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat sangat 

membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mencapai ketertiban tersebut, masyarakat 

memiliki beberapa norma seperti kesusilaan, kebiasaan, dan hukum. 27 Bagi 

Radbruch ketiga bagian ini bersifat relatif dan dapat berubah. Di satu titik 

mungkin menekankan keadilan dan mendesak keadilan dan kepastian hukum, dan 

di lain waktu mungkin menekankan kepastian dan kemanfaatan hukum. 

Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang 

dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak terikat dengan apa yang 

diinginkan manusia, tapi tentang apa yang human kehendaki. Biasanya kita lebih 

cenderung menghubungkan kebebasan dengan kepastian, keadilan dan kesetaraan 

hukum dari pada mengikuti pendapat Radbruch.28 

Maksud dari keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum 

adalah sebagai berikut: 

1. Keadilan Hukum 

Konsep hukum yang dijelaskan oleh Radbruch merupakan konsep 

umum yang diperlukan dalam berorientasi pada gagasan hukum, yaitu 

keadilan. Maka menurut analisis Radbruch, hukum adalah kenyataan yang 

artinya melayani nilai hukum, gagasan hukum (yaitu keadilan). Radbruch 

bagaimanapun berhati-hati untuk menunjukkan bahwa keadilan tidak 

menghabiskan ide hukum tersebut untuk menetukan bentuk, bukan isi hukum. 

                                                             
27 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav 

Radbruch,  hlm. 144. 

28 Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat 

Hukum, alih bahasa B. Arief Sidharta, cet. ke- 1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 20. 
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Alasannya adalah bahwa keadilan menurut analisis Radbruch mengharuskan 

orang yang sama diperlakukan sama.29 Keadilan sering mengambil tempat 

gagasan hukum yang lebih besar dalam kalimat dasar Radbruch, suatu fakta 

yang menunjukkan kepentingan khusus yang dia lekatkan dalam gagasan 

tersebut. Namun peringkat sistematis tingkat tinggi ini terhubung dengan 

konten minimal. Keadilan dipahami sebagai kesetaraan, dan sebagai 

kesetaraan itu didefinisikan dengan cara yang murni formal.30 

Para pencari keadilan (jucticiabellen) tentu berkeinginan untuk 

membawa gugatan yang diputuskannya oleh hakim profesional ke 

Pengadilan, memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan 

putusan-putusan yang tidak juga berdimensikan legal justice, moral justice, 

dan social justice. Tujuan utama yang hendak dicapai dari penyelesaian 

sengketa di pengadilan adalah sebuah keadilan.31 Para hakimpun memiliki 

dalih, ketika para pencari keadilan tidak puas dengan putusan yang diberikan, 

mereka dipersilahkan untuk mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi. 

Tentu saja dalam hal ini peran hakim begitu dominan dalam menentukan 

bagaimana “hitam-putihnya” putusan tersebut.  

Keadilan merupakan perekat yang menjaga tatanan kehidupan sosial 

yang beradab. Penciptaan hukum dimaksudkan agar setiap individu dari 

                                                             
29 Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”, 

Springer: Law and Philosophy, Vol. 28 (2009), hlm. 267-268. 

30 Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Consept of Law”, Law’s Ideal Dimension, (2006), 

hlm. 7. 

31 Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, 

Jurnal Hukum, Vol. 17: 2 (April 2010),  hlm. 221. 
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masyarakat dan penyelenggara suatu negara melaksanakan tindakan yang 

dibutuhkan untuk menjaga hubungan sosial dan mencapai sebuah tujuan 

kehidupan bersama maupun sebaliknya agar tidak melaksanakan suatu 

aktivitas yang dapat merusak sistem keadilan. Apabila perbuatan yang 

diperintahkan tidak dilaksanakan bahkan suatu larangan dibentur, susunan 

sosial akan terhambat dikarenakan terciderainya suatu keadilan. Keadilan 

harus dipertahankan untuk memulihkan ketertiban suatu kehidupan sosial. 

Setiap pelanggaran akan dikenakan sanki sesuai dengan berat ringannya 

pelanggaran itu sendiri.32 Untuk mendapatkan isi hukum, maka gagasan 

kedua harus ditambahkan dari segi kemanfaatan hukum. 

2. Kemanfaatan Hukum  

Kemanfaatan pada umunya dipahami sebagai cara tentang kesesuaian 

sarana untuk realisasi suatu tujuan. Kemanfaatan dalam filosofi Radbruch 

adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal ini tidak mengacu pada sarana 

melainkan pada tujuan, dan bukan pada sembarang tujuan tetapi hanya pada 

tujuan yang mampu memiliki nilai absolut. Tiga jenis tujuan tersebut 

diantaranya adalah kepribadian manusia individu, kepribadian manusia 

kolektif, dan artefak manusia. Menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah 

dan bagaimana dan atas dasar apa, karena isi kedilan dapat ditentukan dan 

harus dipertimbangkan dalam konteks tiga tujuan hukum.33 

                                                             
32 Mahfud MD, 

“Https://Politikbersihcerdassantun.Wordpress.Com/2013/03/07/Penegakan-Hukum-Dan-Tatatata-

Kelola-Pemerintahan-Yang-Baik/,” 2013. diakses pada 04 April 2022. 

33 Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Consept of Law”, hlm. 8. 
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Menurut analisis Radbruch, apa yang berguna secara hukum 

tergantung pada apa tujuan hukum itu, dan tujuan hukum yang ditemukan (i) 

dalam nilai-nilai individu, (ii) dalam nilai-nilai kolektif, atau (iii) dalam nilai-

nilai kerja, tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Karena demikian, nilai 

kemanfaatan hanya bisa relatif terhadap pilihan nilai yang hanya bisa relatif 

valid.34 

3. Kepastian Hukum 

Radbruch juga memperhitungkan unsur ketiga dari gagasan hukum, 

selain keadilan dan kemanfaatan yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum 

mencerminkan pada pengaplikasian hokum yang jelas, langgeng, konsisten 

dan konsekuen, yang pengukuhannya tidak terpengaruh oleh keadaan 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekedar tuntutan moral, melainkan 

benar-benar membentuk hukum. Hukum yang buruk bukan satu-satunya 

hukum yang tidak aman dan tidak adil.35 

Dalam konsep “ajaran prioritas baku” menurut pendapat Radbruch 

terdapat tiga hal gagasan hukum dasar atau tiga tujuan hukum diantaranya: 

keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Keadilanlah yang 

menjadi pokok utama dari ketiga gagasan tersebut, namun tidak mudah untuk 

mengabaikan kedua unsur yang lain. Hukum yang baik ialah hukum yang 

mampu menggabungkan ketiga bagian tersebut untuk meraih kesejahteraan 

                                                             
34 Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”, hlm. 

268. 

35 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999), hlm. 23. 
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dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Radbruch berpendapat, 

“kepastian hukum dapat dimaknai sebagai ihwal bahwa hukum dapat 

bertindak sebagai aturan yang harus diikuti.”36 

Konflik antara keadilan dan kepastian hukum dapat diselesaikan 

dengan cara yaitu hukum positif dijamin oleh Undang-Undang dan 

kekuasaan, kedua elemen tersebut didahulukan bahkan ketika isinya tidak adil 

dan gagal untuk memberi manfaat bagi masyarakat, kecuali konflik antara 

undang-undang dan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi 

sehingga dapat dimaknai Undang-Undang sebagai hukum yang cacat, maka 

harus tunduk pada keadilan.37  

Dapat diketahui bahwa tiga tujuan hukum yang digagas oleh 

Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan masih berperan. 

Penggunaan ungkapan “cacat hukum” menunjukkan, berbeda dengan 

pembicaraan tentang hilangnya hakikat hukum dalam urusan pengingkaran, 

bahwa rumusan intoleransi semata-mata menyangkut hilangnya keabsahan 

hukum, jadi segala sesuatu dengan satu-satunya pengecualian, tidak berbeda 

dengan sistem Radbruch pada tahun 1932 yaitu tentang intoleransi dan 

penolakan. Pengecualian tersebut terdiri dari fakta bahwa formula intoleransi, 

ketika tingkat ketidakadilan tercapai, akan mencabut keabsahan hukum. Oleh 

sebab itu gagasan lama yang menyatakan hakim berkomitmen pada hukum 

                                                             
36 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” 

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13:  02 (2016), hlm. 194. 

37 Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Consept of Law”, hlm. 10. 
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positif “betapapun tidak adil” diganti dengan gagasan baru bahwa meskipun 

ia berkomitmen pada hukum positif yang tidak adil, komitmen ini tetap 

berakhir diambang ketidakadilan yang tak tertahankan atau ekstrem. Hal ini 

menunjukkan diskontinuitas sejauh mana kepastian hukum dapat berlaku.38 

 

F. Metode Penelitian 

Metode0penelitian yang0digunakan0dalamopenelitian inioadalahisebagai 

iberikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitianoini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang 

dibahas.39 Pada penelitian ini, penulisoakan mengkaji putusanoPengadilan 

AgamaoBatusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusanoPengadilan 

AgamaoMataram0Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr tentang dana asuransi 

sebagai harta bersama dan harta pribadi. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu 

metode yang memberikan pendeskripsian atau gambaran tentang suatu objek 

                                                             
38 Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Consept of Law”, hlm. 12. 

39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 13-14. 
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diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa 

menarik analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.40 Pada 

penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang putusan Hakim terkait dana 

asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi istri, tentu akan dianalisis 

denganomenggunakan teorioGustav Radbruch. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatanoyang0digunakanountuk memecahkan masalah yang diteliti 

menggunakan..pendekatan.normatif. Dalam hal ini dilakukan penelitian antara 

putusan0PengadilanoAgamaoBatusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk 

dan PengadilanoAgamaoMataramoNomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr. Adapun 

dari segi keilmuan menggunakan pendekatan teori tujuan hukum Gustav 

Radbruch yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Metodelpengumpulan..data adalahometode yang dimanfaatkan untuk 

pengumpulan data. Berhubung bentuk penelitian..ini normatif, maka 

pengumpulanldata primer dan sekunderldilakukan denganocara menggunakan 

studi dokumen atau studi pustaka dari bahan-bahan kepustakaan.41 Data yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini adalah seperti berikut.:  

                                                             
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29. 

41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, hlm. 12. 
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a. Bahan..hukum..primer, yaitu dokumen putusanoPengadilanoAgama 

Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan..Pengadilan 

Agama..Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr. 

b. Bahanohukum..sekunderoyang terdiri dari beberapa buku, artikel, 

jurnal, laporan penelitian, pendapat para ahli maupun berasalodari 

sumber lainnyaoyang berkenaan denganoasuransi danoharta 

perkawinan. 

c. Bahan0hukum tersieroadalah bahanopelengkap, yaitu bahan yang 

memberikanipetunjuk dan penjelasanoterhadap sumber dataoprimer 

dan sekunder, termasuk kamus dan ensiklopedi. 

5. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, peneliti menganalisis data untuk mencapai 

semua kesimpulan akhir. Setelahnya, analisis data dilakukan dengan 

menggunakan0metode deduktif,0yaitu gagasan untuk mencapaiokesimpulan 

yang berangkatldari pendekatanlumum kelpendekatanoyang lebihlkhusus.42 

Bentuk pengaplikasiannya adalah menjelaskan posisi dana asuransi0sebagai 

harta bersamaOdan harta pribadi. Dilanjutkan dengan menjelaskan paradigma 

yang digunakan0oleh Hakim0dalam memutuskan0perkara tentang dana 

asuransi0sebagai harta bersama0dan harta pribadi, kemudian tentang 

perbandingan dari putusan yang sedang dikaji berkenaan dengan 

permasalahan yang sama.  

 

                                                             
42 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami isi kajian ini,Omaka sistematika 

penulisan0dibagi menjadi lima0bab yang pada dasarnya dapat digunakan sebagai 

landasan untuk memahami pembahasan dalam penulisan tesis. Dengan rinciannya 

sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub pembahasan 

yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, 

sebagai sistematisasi gambaran awal dalam penelitian. Bagian ini sebagai 

pengantar materi untuk dibahas0lebih lanjut0pada bab0yang lain,0tanpa adanya 

bab0ini maka0tidak akan bisa0melanjutkan0penelitian. 

Bab0kedua merupakan awal dari bagian pembahasan, dalam bab ini 

membahas tentang0tinjauan umum dana asuransi dan harta perkawinan, adapun 

sub bab tinjauan umum dana asuransi membahas tentang pengertian asuransi, 

polis asuransi, penggolongan asuransi dan status kepemilikan klaim dana asuransi. 

Sub bab tinjauan umum harta perkawinan membahas tentang macam-macam harta 

perkawinan diantaranya harta bawaan, harta bersama dan harta pribadi. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam memulai suatu pembahasan. 

Bab ketiga membahas tentang objek penelitian yaitu diawali dengan 

membahas sekilas tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dilanjutkan 

bahasan deskripsi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara asuransi 

sebagai harta bersama atau sebagai harta pribadi pada putusan Pengadilan Agama 
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Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan Pengadilan Agama 

Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

secara pasti tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan mengetahui ihwal 

putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram dalam pertimbangan 

hukumnya. 

Bab0keempat berisi0tentang pembahasan utama yaitu analisis. Adapun 

analisisnya adalah putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram yang 

meliputi analisis faktor atas perbedaan status dana asuransi dalam putusan tersebut 

baik dilihat dari pertimbangan hakim maupun dilihat dari segi nilai-nilai keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Bab kelima berisi kesimpulan yang ditarik dari penjelasan yang diberikan 

pada bab-bab sebelumnya, dan merupakan bab terakhir yang bertujuan untuk 

mengkomunikasikan dan menunjukkan bahwa bab ini dapat menjelaskan secara 

komprehensif masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan diakhiri dengan 

saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dana Asuransi sebagai Harta Bersama 

dan Harta Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram), 

dapatidisimpulkan sebagaiiberikut: 

1. TerdapatiPerbedaan status dana asuransi dalamoputusan Pengadilan 

Agama Batusangkar dan Mataram. Pertama, Majelis hakim Pengadilan 

Agama Batusangkar dalam menangani perkara gugatan waris yang di 

dalamnya terdapat dana asuransi, apabila diklasifikasikan dari semua dana 

asuransi yang tertera pada perkara tersebut termasuk dalam kategori 

asuransi sukarela yaitu klaim dana asuransi setelah meninggalnya 

Penanggung maka sebagain dari harta peninggalan tersebut adalah hak 

bagi janda/duda dan sebagian sisanya adalah hak bagi Pewaris. Kedua, 

Majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan 

mengadili gugatan waris yang di dalamnya terdapat dana asuransi, apabila 

asuransi pada perkara tersebut diklasifikasikan maka terdapat perbedaan 

dari jenis asuransi, yaitu asuransi wajib berupa Jamsostek atas nama 

Pewaris (Polis ada pada Tergugat) artinya klaim dana asuransi menjadi 

hak istri sesuai yang tertera pada polis. Berikutnya terdapat pula asuransi 

sukarela yaitu asuransi Jiwa dan asuransi Sunlike, dapat diartikan bahwa 

klaim dana asuransi setelah meninggalnya Penanggung adalah sebagian 
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menjadi hak janda/duda dan sebagian sisanya menjadi hak pewaris atau 

ahli waris yang telah ditetapkan. 

2. Nilai keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 

624/Pdt.G/2020/PA.Bsk sudah diterapkan oleh majelis hakim, karena 

apabila dilihat dari jenis asuransi yang terdapat pada perkara tersebut 

adalah asuransi sukarela, sehingga klaim dana asuransi setelah 

meninggalnya Penanggung adalah sebagian menjadi hak bagi istri dan 

sebagian sisanya menjadi bagian ahli waris. Untuk kepastian hukum 

majelis hakim merujuk pada Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. 

Majelis hakim juga berupaka menghadirkan kemanfaatan hukum atas 

klaim dana asuransi tersebut terhadap istri pewaris dan para ahli waris. 

Adapun nilai keadilan yang terkandung dalam putusan Pengadilan Agama 

Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr yaitu majelis hakim belum berupaya 

menghadirkan unsur keadilan, apabila dilihat terdapat dua jenis asuransi 

pada perkara tersebut yaitu asuransi wajib dan asuransi sukarela yang 

masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda. Dalam 

menghadirkan kepastian hukum majelis hakim merujuk pada 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor: 97K/AG/1994. Dari segi 

kemanfaatan hukum maka putusan tersebut belum menghadirkan unsur 

kemanfaatan pada putusan tersebut. Menurut Radbruch keadilan dan 

kemanfaatan hukum lebih diutamakan daripada kepastian hukum, 

sehingga dalam memberikan putusan hakim harus mempertimbangkan 

lebih atas keadilan dan kemanfaatan hukum. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran 

bahwa pada penelitian ini : 

1. Dalam memberikan putusan, majelis hakim agar mempertimbangkan 

dengan cermat sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara baik bagi istri maupun bagi ahli waris.  

2. Upaya dalam memperkaya khazanah keilmuan Ilmu Syariah, terutama 

dalam masalah dana asuransi penulis menyarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk bisa menggali lebih tajam dalam sebuah penelitian 

dengan menggunakan teori-teori yang lain. 

3. Para masyarakat terkhusus para pihak penggugat maupun tergugat agar 

dapat mengerti status hukum dana asuransi setelah ditinggal oleh 

suami/istri dan agar selalu berpedoman terhadap hukum Islam dalam 

pembagian waris. 
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